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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 161 /PMK.07/2009 
TENTANG 

ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS  PROVINSI PAPUA DAN 
PROVINSI PAPUA BARAT SERTA DANA TAMBAHAN 

INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT 
TAHUN ANGGARAN 2010 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Otonomi Khusus 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana Tambahan 
Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun 
Anggaran 2010 yang dialokasikan dalam Undang-Undang 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2010,  perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Dana Otonomi 
Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Dana 
Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua 
Barat Tahun Anggaran 2010; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus Bagi     Provinsi      Papua  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia    Tahun 2001 Nomor 135,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Nomor 4151) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4884); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia   Nomor 4286); 

  3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran 
Negara  Republik  Indonesia   Nomor 4355); 

  4.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik  Indonesia    Nomor 4438); 

  5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor      
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5075); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

   7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 


